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ABSTRAK 
 
Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai daerah yang memiliki daerah pesisir yang 
panjang, memiliki keanekaragaman dan kelengkapan ekosisten perairan yang cukup 
komplit, namun sampai saat ini belum ada piranti kebijakan yang mengedepankan prinsip 
konservasi, sehingga langkah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua untuk 
mencadangkan kawasan konservasi perairan daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan 
Yapen menjadi sebuah terobosan dan langkah yang sangat tepat.  Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis potensi sumberdaya pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Yapen 
untuk dijadikan sebagai calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Penelitian 
ini dilakukan pada Bulan Agustus-November 2014 di wilayah pesisir dan laut Kabupaten 
Kepulauan Yapen. Pengumpulan data sekunder terdiri dari Citra Landsat TM+7, peta 
Rupa Bumi Indonesia Pesisir Kota Serui dalam skala 1:50.000, data batimetri dan 
literatur lainnya dari berbagai instansi pemerintah dan LSM setempat. Data primer yang 
diambil terdiri dari data Mangrove, lamun, terumbu karang dan sosial ekonomi 
masyarakat. Teknik yang digunakan adalah Community Interview.  Selain itu diadakan 
juga konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat dengan model Focus Group 
Discussion (FGD) yaitu teknik konsultasi dengan menjadikan masyarakat sebagai  
narasumber utama. Hasil penelitian perairan Kabupaten Kepulauan Yapen Khususnya di 
Distrik Yapen Selatan memiliki berbagai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan 
berpeluang untuk dijadikan sebagai daerah atau kawasan konservasi perairan.  Dari sisi 
ekologi, sosial budaya dan ekonomi terdapat beberapa paramater yang sangat mendukung 
pengkategorian kawasan Distrik Yapen Selatan dengan nilai skoring tertinggi 1,10 
dengan nilai total tertinggi yakni 129 untuk kategori Suaka Perikanan. Dengan nilai 
tersebut, kawasan Kabupaten Yapen dapat dicanangkan sebagai calon kawasan 
konservasi perairan daerah dengan jenis Suaka Perikanan. 
 
Kata Kunci : Sumberdaya Pesisir, KKP, Potensi Perikanan 
 
PENDAHULUAN 
 
 Wilayah Kabupaten 
Kepulauan Yapen kehidupan 
nelayannya masih sangat tergantung  
 
 
 
 
 
 
pada keberadaan sumberdaya pesisir 
dan laut. Dengan peningkatan 
populasi penduduk dan kemajuan 
teknologi, maka eksploitasi besar-
besaran terhadap sumberdaya alam 
pesisir dan laut semakin tinggi dan 
tidak terkendali. Salah satu alat 
pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut dan telah menjadi kebijakan 
pemerintah adalah mengembangkan 
Kawasan Konservasi Perairan 
(KKP), yaitu dengan mengalokasikan 
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sebagian wilayah pesisir dan laut 
sebagai tempat perlindungan bagi 
ikan-ikan ekonomis penting untuk 
memijah dan berkembang biak 
dengan baik. Dengan 
mengalokasikan sebagian wilayah 
pesisir dan laut yang memiliki 
keanekaragaman hayati yang tinggi, 
ekosistem yang sehat, dan 
menyediakan tempat perlindungan 
bagi sumberdaya ikan, maka pada 
akhirnya akan mendukung kegiatan 
perikanan dan pariwisata 
berkelanjutan. 
 Upaya konservasi melalui di 
daerah melalui KKPD diharapkan 
dapat meminimalisasi dan  mencegah 
kehilangan sumberdaya laut yang 
lebih parah, yaitu dengan 
menyisihkan lokasi-lokasi yang 
memiliki potensi keanekaragaman 
jenis hewan maupun tumbuhan, 
keunikan dan gejala alam,  beserta 
ekosistemnya menjadi beberapa zona 
yaitu zona inti (daerah larang ambil), 
zona perikanan berkelanjutan, zona 
pemanfaatan dan zona lainnya (PP 
No.60/Tahun 2007). Upaya ini selain 
melindungi sumberdaya yang masih 
tersisa, juga memberikan kesempatan 
bagi ekosistem untuk pulih dari 
kerusakan.  
 Salah satu implementasi dari 
berbagai kebijakan pembentukan 
KKP di daerah adalah pencadangan 
Kawasan Konservasi Perairan 
Daerah, sebagai bagian atau tahap 
awal dari pembentukan KKPD. Salah 
satu daerah yang belum 
mencadangkan KKPD di Provinsi 
Papua adalah Kabupaten Kepulauan 
Yapen.  
 Kabupaten Kepulauan Yapen 
merupakan ibukota Kabupaten 
Yapen, sebagai daerah yang 
memiliki daerah pesisir yang 
panjang, memiliki keanekaragaman 
dan kelengkapan ekosisten perairan 
yang cukup komplit, namun sampai 
saat ini belum ada piranti kebijakan 
yang mengedepankan prinsip 
konservasi, sehingga langkah Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Papua untuk mencadangkan kawasan 
konservasi perairan daerah di 
wilayah Kabupaten Kepulauan 
Yapen menjadi sebuah terobosan dan 
langkah yang sangat tepat.  
Sehubungan dengan hal tersebut, 
dalam upaya mencapai target jumlah 
kawasan konservasi perairan 
sebagaimana disebutkan diatas, maka 
dipandang perlu untuk 
dilaksanakannya kegiatan identifikasi 
dan penilaian  potensi kawasan 
konservasi perairan daerah. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
 Pengumpulan data di bagi 
atas dua kategori yaitu; pengumpulan 
data sekunder hasil kegiatan yang 
telah ada dan yang ke dua adalah 
pengumpulan data primer.  Adapun 
detail pelaksanaan sebagai berikut: 
 
Pengumpulan Data Sekunder dan  
Informasi Awal 
 Data sekunder yang 
dipergunakan dalam kegiatan ini 
meliputi : 
1. Citra Landsat TM+7, 
diperoleh dari Laboratorium 
Penginderaan Jauh dan 
Geografis Informasi Sistem 
Jurusan Ilmu Kelautan 
Universitas Hasanuddin. 
2. Peta Rupa Bumi Indonesia 
Pesisir Kota Serui dalam 
skala 1:50.000, diperoleh dari 
BIG atau Instansi terkait 
lainnya 
3. Data batimetri diperoleh dari 
data Etopo2 NOAA yang 
didownload dari situs 
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http://www.ngdc.noaa.gov/m
gg/coastal/startcrm.htm. 
4. Data pendukung lainnya, di 
antaranya laporan survei 
pesisir oleh lembaga swasta 
ataupun pemerintah, laporan 
profil Kabupaten Yapen, 
Rencana Zonasi Kabupaten 
Yapen, RTRW Kabupaten 
Yapendan  RPJM Kabupaten 
Yapen.   Kesemua literatur 
tersebut diperoleh dari  
berbagai instansi pemerintah 
dan LSM setempat. 
 
Interpretasi Peta Citra Satelit 
 Data spasial yang dibutuhkan 
adalah :  Citra Landsat ETM+7, Peta 
Administrasi Kabupaten Yapen. 
Skala peta yang akan dihasilkan 
adalah antara 1:50.000.  Jenis citra 
satelit yang digunakan untuk 
mengakomodasi kegiatan adalah 
Citra Satelit LANDSAT ETM + 
yang berfungsi untuk mengetahui 
pola dan luasan tutupan dasar 
perairan di wilayah pesisir dan laut 
lokasi secara keseluruhan dengan 
skala pemetaan (50.000). Adapun 
tahapan pekerjaan penginderaan jauh 
dalam pekerjaan ini antara lain : 
1. Koreksi Radiometrik,  
2. Koreksi Geometrik,  
3. Penajaman Citra,  
4. Klasifikasi Citra,  
5. Interpretasi Citra, 
 
Pengambilan Data Primer 
 Pengambilan data primer 
meliputi: 
1. Pengambilan Data Arus dan 
Parameter Oseanogrtafi.  
2. Pengambilan Data Mangrove 
(Kuadran 5 x 5 m2) 
3. Pengambilan Data Padang 
Lamun (kuadran 0,5 x 0,5 
m2) 
4. Pengambilan Data Terumbu 
Karang,  
5. Pengambilan Data Sosial 
Ekonomi. Teknik yang 
digunakan adalah Community 
Interview.  Selain itu 
diadakan juga konsultasi 
publik dengan melibatkan 
masyarakat dengan model 
Focus Group Discussion 
(FGD) yaitu teknik konsultasi 
dengan menjadikan 
masyarakat sebagai  
narasumber utama. 
 
Penentuan Zonasi Kawasan 
Konservasi 
 Untuk penentuan zonasi 
kawasan konservasi digunakan 
empat variabel fisik yang diperoleh 
dari data penginderaan jauh dan data 
hasil survei lapangan. Variabel 
tersebut berupa : Peta Substrat Dasar 
Perairan, Peta Sebaran dan luasan 
ekosistem pesisir, peta sebaran 
sumberdaya, peta penggunaan 
lahan/area perairan dan kondisi 
eksisting pemanfaatan wilayah 
pesisir. Proses pengolahan data ini 
dilakukan dengan bantuan perangkat 
lunak ArcView 3.3.  
 
Analisis Parameter  
 
Analisa Arahan Strategi 
Pengelolaan 
Analisa arahan strategi pengelolaan 
dilakukan dengan metode analisa 
SWOT yang menerapkan kriteria 
kesesuaian dengan data kuantitatif 
dan deskripsi keadaan. SWOT 
digunakan untk mengidentifikasi 
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 
Ancaman. Pada Tahap ini dilakukan 
penelaahan kondisi faktual di lokasi 
survey dan kecenderungan yang 
mungkin terjadi.  
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Penyusunan Matrik SWOT 
 Dalam menentukan arahan 
pengembangan yang terbaik, 
pemberian bobot (nilai) dilakukan 
terhadap setiap unsur SWOT 
berdasarkan tingkat kepentingan dan 
kondisi kawasan. Setelah masing-
masing unsur SWOT diberi 
bobot/nilai, unsur-unsur tersebut 
dihubungkan keterkaitannya untuk 
memperoleh beberapa alternatif 
arahan pengembangan 
(SO,ST,WO,WT). Kemudian bobot 
setiap alternatif tersebut dijumlahkan 
untuk mendapatkan rangking dari 
setiap alternatif tersebut. 
 
Tabel 1. Matriks Analisis SWOT 
                  Eksternal 
Internal 
Peluang (O) Ancaman (T) 
Kekuatan (S) Strategi SO Strategi ST 
Kelemahan (W) Strategi WO Strategi WT 
 
Alternatif Arahan Pengembangan 
Hasil Analisa SWOT 
Arahan pengembangan yang 
dihasilkan terdiri dari beberapa 
alternatif, untuk menentukan 
prioritas arahan pengembangan yang 
harus dilakukan, maka dilakukan 
penjumlahan bobot berdasarkan dari 
keterkaitan an- tara unsur-unsur 
SWOT yang terdapat dalam satu 
alternatif pengembang- an. Jumlah 
bobot akan menentukan rangking 
prioritas alternatif arahan 
pengembangan kawasan. 
Skoring Penentuan Jenis Kawasan  
Scoring dilakukan dengan melalukan 
pembobotan terhadap setiap 
parameter dalam masing-masing 
kriteria. Nilai scoring  kemudian 
dinilai dengan rumus berikut (KKP, 
2008) 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Potensi dan Peluang 
Pengembangan KKPD 
Potensi dan peluang pengembangan 
calon KKPD dapat ditinjau dari 3 
kerangka pendekatan pengelolaan 
yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku.  
a) Sumberdaya 
1. Sumberdaya terumbu karang 
cukup luas terbentang dari  
 
dengan coral coverage. 
Kondisi ekologi 13.56 % 
sangat baik, 23,33% baik, 
46,67% sedang, 16.44 % 
rusak. Indeks 
keanekaragaman ikan tinggi 
2,17-3,46. Ekosistem 
pendukung, khususnya lamun 
dan mangrove masih dalam 
kondisi baik disebagian 
wilayah calon KKPD. 
Keadaan ini  menunjang 
akselerasi rektruitmen alami 
sumberdaya terumbu karang 
dan ikan. 
2. Potensi dibidang sosial 
kemasyarakatan bahwa 
mayoritas masyarakat 
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mendukung pembentukan dan 
pengembangan KKPD dan 
ingin terlibat didalam 
program tersebut. Hal ini 
menjadi peluang bagi 
pengelolaan KKPD yang 
bersinergi dan komunikatif 
antara pihak pemerintah dan 
masyarakat sebagai social 
capital. Sebagian besar 
masyarakat pesisir Kabupaten 
Kepulauan Yapen bergerak 
dibidang perikanan tangkap 
dan budidaya rumput laut, 
sehingga ketergantungan 
terhadap kelestarian 
ekosistem perairan sangat 
tinggi. 
3. Infrastuktur transportasi antar 
daerah di kabupaten cukup 
tersedia, termasuk 
transportasi kapal ke pulau-
pulau kecil dan ke calon 
KKPD. 
4. Infrastruktur perikanan baik 
dermaga, TPI maupun 
perahu. 
b) Organisasi/Kelembagaan 
1. Kelembagaan masyarakat 
yang bergerak dibidang 
konservasi telah terbangun 
dan berpotensi untuk 
dikembangkan secara 
professional.  
2. Kebijakan (aturan) 
pemerintah dalam 
pengelolaan SDI secara 
berkelanjutan sudah ada 
melalui kegiatan baik oleh 
pemeirntah maupun LSM 
bidang konservasi 
lingkungan.  
3. Pengawasan SDI di DKP 
sudah berlangsung, termasuk 
pengawasan ke kawasan 
terumbu karang calon KKPD. 
c) Nilai-Nilai 
1. Kearifan masyarakat dalam 
menjaga ekosistem laut 
2. Keterbukaan masyarakat 
terhadap pembangungan dan 
perubahan pola pikir dan pola 
tindak. 
 
Masalah dan Kelemahan 
Pengembangan KKPD 
 Permasalahan dan kelemahan 
yang utama dalam pengembangan 
calon KKPD, dapat dikategorikan 
juga berdasarkan 3 kerangka 
pendekataan pengelolaan, yaitu: 
Sumberdaya: 
1. Aktifitas pembangunan yang 
sifatnya ekstraktif dan 
destruktif. Calon KKPD 
Provinsi Papua akan 
dipengaruhi oleh ekses 
pembangunan yang sedang 
dan akan dilaksanakan di 
sekitar wilayah pesisir Yapen. 
Wilayah pesisir Yapen 
mencakup 2 Provinsi dan 8 
Kabupaten/Kota, yang tentu 
saja akan memiliki 
konsenkuensi baik langsung 
maupun tidak langsung bagi 
keberhasilan dan 
keberlanjutan calon KKPD 
itu. Dengan laju pertumbuhan 
ekonomi provinsi Papua yang 
mencapai 12.38 %, kegiatan 
pembangunan di wilayah 
pesisir Kabupaten Kepulauan 
Yapen diperkirakan akan juga 
semakin intens. Kegiatan 
ekonomi yang dimaksud 
adalah dari sektor kelautan 
dan perikanan (baik tangkap 
maupun budidaya,) pertanian, 
perkubuhan, jasa lingkungan, 
transportasi, dan 
pertambangan mineral. 
2. Overeksploitasi (overfishing) 
dan penggunaan metode dan 
alat tangkap yang tidak ramah 
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lingkungan (bom dan 
sianida), tidak selektif 
misalnya cantrang (mini 
trawl) terhadap ikan-ikan dan 
biota terumbu karang 
ekonomis penting. Ini akan 
menyebabkan kerusakan 
cadangan sumberdaya ikan 
dan habitatnya. 
a) Organisasi/Kelembagaan 
1. Ketidak-paduan dan ketidak-
harmonisan pengelolaan 
sumberdaya ikan dan 
ekosistem terumbu karang 
antar kabupaten dan provinsi; 
2. Kesadaran dan komitmen 
akan manfaat konservasi bagi 
sebagian besar masyarakat 
masih sangat rendah, 
sehingga aktifitas perusakan 
masih banyak dijumpai dan 
masyarakat masih sulit untuk 
diikutsertakan dalam 
program-program 
pengelolaan kawasan 
konservasi. 
3. Peralatan dan biaya 
pengawasan yang masih 
sangat terbatas sehingga 
frekuensi dan daya jelajah 
pengawasan sangat rendah. 
b) Nilai-nilai 
1. Permasalahan sosial yaitu 
pengetahuan tentang 
konservasi belum 
komprehensif, destructive 
fishing kerap terjadi, perilaku 
membuang sampah ke daerah 
pantai dan di daerah pulau-
pulau kecil masyarakat 
mengambil karang untuk 
penimbunan dan pondasi 
rumah. Komunikasi antara 
masyarakat dan pemerintah 
juga belum efektif dalam 
rangka menemukan jalan 
tengah dua kepentingan yang 
berlawanan. 
2. Perilaku yang masih tidak 
memperdulikan kelestarian 
lingkungan. 
3. Tidak terdapatnya adat 
istiadat ataupun kebiasaan 
yang berhubungan langsung 
dengan upaya perlindungan 
laut. Akibat dari ketidakadaan 
ini maka upaya untuk 
menumbuhkembangkan 
kesadaran menjadi kebiasaan 
tentang kegiatan konservasi 
harus terus diupayakan 
sebagai bagian dari 
konstruksi sosial menyangkut 
konservasi. Kelemahan ini 
dapat diupayakan dengan 
pelibatan secara langsung dan 
luas masyarakat. 
 
Pertimbangan Dalam Penetapan 
Calon KKPD 
 Selain berdasarkan 
perhitungan hasil analisis parameter 
di sub-bab sebelumnya, penetapan 
calon KKPD ini juga didasarkan 
pada masukan-masukan dari 
berbagai stakeholders terkait 
(termasuk tokoh masyarakat, 
kelompok masyarakat, swasta, LSM, 
SKPD dari pemerintah daerah) yang 
diperoleh dalam kegiatan FGD dan 
konsultasi publik.  
 
Analisis Pembentukan Kawasan 
Konservasi 
 Zonasi ditentukan 
berdasarkan hasil tumpang susun 
(overlay) antara kriteria-kriteria fisik 
dan biologi yang telah dibuat dalam 
bentuk peta-peta digital. Setiap peta-
peta tersebut berisi atribut berupa 
kriteria. Kriteria-kriteria tersebut 
antara lain substrat dasar perairan, 
keanekaragaman, dan kondisi 
oseanografi untuk mendapatakan 
lokasi yang tepat untuk kawasan 
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konservasi laut . Pembagian zona 
dilakukan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No.60 tahun 2007 
tentang Konservasi Sumber daya 
Ikan Pasal 17 ayat 4 yang membagi 
zona ke dalam empat yaitu zona inti, 
zona perikanan berkelanjutan, zona 
pemanfaatan dan zona lainnya.  
 Zona inti diperuntukkan bagi: 
(1) perlindungan mutlak habitat dan 
populasi ikan, (2) penelitian, dan (3) 
pendidikan.  Zona perikanan 
berkelanjutan diperuntukkan bagi: 
(1) perlindungan habitat dan populasi 
ikan, (2) penangkapan ikan dengan 
alat dan cara yang ramah lingkungan, 
(3) budidaya ramah lingkungan, (4) 
pariwisata dan rekreasi, (5) 
penelitian dan pengembangan, dan 
(6) pendidikan.  Zona pemanfaatana 
diperuntukkan bagi: (1) perlindungan 
habitat dan populasi ikan, (2) 
pariwisata dan rekreasi, (3) 
penelitian dan pengembangan, dan 
(4) pendidikan. Zona lainnya 
merupakan zona di luar zona inti, 
zona perikanan berkelanjutan, dan 
zona pemanfaatan yang fungsi dan 
kondisinya ditetapkan sebagai zona 
tertentu antara lain: zona 
perlindungan, zona rehabilitasi dan 
sebagainya. 
 Berdasarkan atas data yang 
ada dapat di kategorikan bahwa pada 
dasarnya semua parameter yang ada, 
atau yang telah dikaji memiliki 
kondisi yang baik untuk 
pertumbuhan berbagai biota laut.  
 Berdasarkan data hasil survei  
didapatkan  bahwa telah ada inisiasi 
masyarakat dan pemerintah desa 
untuk melindungi atau menjaga 
sumber daya yang berada di 
wilayahnya. Pembentukan daerah 
konservasi yang nantinya akan 
dijadikan zona inti dalam KKPD 
Kab. Yapen. Tujuan utama 
pembentukan daerah konservasi 
adalah untuk konservasi dan 
pemulihan ekosisten secara alami. 
 Di samping untuk 
memulihkan populasi secara alami 
dan penyuplai benih ikan ke kawasan 
sekitarnya (spill out biota), kawasan 
konservasi juga dapat dijadikan 
sebagai media pembelajaran (public 
awareness) bagi masyarakat pesisir 
dan sekitarnya. Daerah konservasi 
merupakan metode yang efektif 
untuk mengatur kegiatan perikanan, 
melindungi tempat dan siklus 
reproduksi ikan dari kegiatan-
kegiatan penangkapan yang berlebih. 
Oleh sebab itu, untuk memelihara 
habitat suatu kawasan ekosistem laut 
dibutuhkan sekitar 30-35 % kawasan 
yang dilindungi.   
 Penentuan kawasan-kawasan 
konservasi laut yang baru ditujukan 
pada lokasi-lokasi yang masih 
memiliki kondisi ekosistem yang 
masih baik. Hasil survei lapangan  di 
lokasi bahwa sebagian besar terumbu 
karang sudah rusak dan kritis, namun 
untuk ekosistem mangrove beberapa 
wilayah distrik masih memiliki 
keragaman jenis dan ketebalan 
formasi yang masih bagus seperti 
yang ditemukan di Distsrik Yapen 
dan Yapen Selatan.  
 
Analisis Kepentingan Konservasi 
pada Level Ekosistem dan Jenis 
Ikan 
 Faktor yang paling 
berpengaruh dalam pembentukan 
kawasan konservasi adalah  kondisi 
ekosistem terumbu karang, lamun 
dan mangrove beserta jenis ikan 
karang yang mendiami ekosistem 
tersebut. Karena alasan utama 
pembentukan konservasi adalah 
karena keberadaaan ekosistem di 
sebuah lokasi.  Berdasarkan atas 
panduan penyusunan kawasan 
konservasi laut daerah ditetapkan 
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kriteria penilian ekologi sebagai 
berikut:  keanekaragaman hayati, 
kealamiahan, ketergantungan, 
keterwakilan, keunikan, integritas,  
produktivitas, ketersediaan dan 
kawasan pemijahan ikan. 
 Organisme laut pada 
umumnya menjadi indikator 
perairan, semakin bagus kondisi 
perairan,  maka organisme ini 
semakin tinggi populasinya dan 
semakin banyak jenis yang mendiami 
suatu kawasan. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa perairan pesisir 
Kab. Yapen kondisinya sudah mulai 
menurun, hingga biota-biota tersebut 
perlu untuk dilindungi. 
 Jika dikaitkan dengan 
kepentingan konservasi ekosistem 
dengan kondisi terumbu karang, 
lamun dan mangrove di Kab. Yapen, 
maka suatu hal yang sangat 
mendesak dilakukan adalah  perlunya 
secepat mungkin  pengelolaan 
ekosistem yang berbasis lingkungan 
karena melihat kecenderungan 
pemanfaatan ekosistem semakin 
besar. Penyebabnya adalah semakin 
meningkatnya jumlah nelayan dari 
tahun ke tahun dan ketersediaan 
sumber daya semakin menurun. 
 Tinjaun sisi ekologi 
diindikasikan bahwa Kabupaten 
Yapen, akan menjadi kabupaten yang 
berkembang.  Aktivitas penduduk 
memberi warna sendiri terhadap 
perkembangan dan kemajuan 
ekonomi di lokasi ini.  Untuk saat ini 
aktivitas di wilayah ini umumnya 
berdampak langsung terhadap 
ekosistem pesisir seperti terumbu 
karang dan mangrove dimana 
sebagian besar penduduk 
memanfaatkan ekosistem sebagai 
tempat mencari nafkah. 
 Hal tersebut otomatis akan 
berpengaruh terhadap keberadaan 
ekosistem, seperti yang terlihat  
meluasnya tingkat kerusakan  
terumbu karang dan mangrove dan 
merupakan indikasi negatif terhadap 
pemanfaatan yang tidak ramah 
lingkungan.   
 Polusi dari bahan pencemar 
lokasi kajian belum memprihatinkan 
hal ini juga didukung oleh kualitas 
air hasil pengamatan rata-rata masih 
berada pada ambang batas yang 
bagus.   Namun jauh-jauh sebelum 
kerusakan muncul perlu perhatian 
untuk kondisi pencemaran ini.  
Untuk mengurangi dampak ekologis 
dari pencemaran tersebut diperlukan 
political will dari pemerintah yang 
didukung oleh ketaatan masyarakat 
untuk mematuhi aturan-aturan serta 
kesadaran masyarakat untuk tidak 
mengotori lingkungan laut mulai dari 
hal-hal tidak membuang sampah di 
laut.   
 Melihat kondisi terumbu 
karang, padang lamun dan mangrove 
Kabupaten Yapen sebagai  dampak 
dari  ekspolitasi sumber daya, terlihat 
adanya terumbu karang mati akibat 
perubahan lingkungan (kekeruhan 
yang tinggi), penangkapan ikan 
karang dengan bom atau pembiusan 
ikan karang. Untuk ekosistem 
mangrove penurunan kondisi akibat 
konversi lahan untuk berbagai 
pemanfaatan seperti pemukiman dan 
penebangan bakau untuk kayu bakar 
dan bahan bangunan.  Sedangkan 
rendahnya kualitas padang lamun di 
beberapa lokasi karena efek dari 
kondisi lingkungan yang memiliki 
kekeruhan yang tinggi.  Oleh karena 
itu perlu diambil suatu langkah-
langkah perbaikan atau rehabilitasi.  
Penanaman karang dengan metode 
transplantasi di samping untuk tujuan 
rehabilitasi juga untuk tujuan 
komersialisasi dimana karang-karang 
hasil transplantasi bisa 
diperjualbelikan dengan mengikuti 
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aturan-aturan yang telah ditetapkan 
oleh PHKA DepHut.  Untuk 
eosistem mangrove perlu dilakukan 
upaya reboisasi terutama lokasi 
pesisir yang ketebalan formasinya 
sudah tipis. 
 
Analisis Sosial, Ekonomi dan 
Budaya 
 Kriteria penilaian sosial 
ekonomi adalah berdasarkan indeks 
nilai penting spesies, nilai penting 
perikanan, sifat-sifat ancaman, 
keuntungan ekonomi dan parawisata.  
Selain itu penilaian juga didasarkan 
pada animo masyarakat terhadap 
program yang ditawarkan dan hal 
yang paling mendasar  adalah tidak 
bertentangan dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat setempat. 
 Kriteria ekonomi yang paling 
menonjol yang perlu di kaji sebelum 
membuat suatu kawasan konservasi 
laut daerah adalah seberapa besar 
sumbangan sumber daya tersebut 
terhadap perekonomian penduduk. 
Berdasarkan data sekunder 
didapatkan bahwa kontribusi 
pertanian terhadap PDRB sebesar 
59,83% persen merupakan cerminan 
bahwa Kabupaten Yapen memiliki 
potensi besar di pertanian terutama 
perikanan. Namun jika pemanfaatan 
dimaksimalkan secara terus menerus 
maka pada suatu saat akan mencapai 
titik jenuh sehingga sumber daya 
tersebut tidak bisa lagi memberikan 
sumbangan apapun. Hal ini 
merupakan sebuah ancaman terhadap 
keberlangsungan sumber daya. 
Hingga sedini mungkin perlu 
manajemen pengelolaan yang baik 
melalui pembentukan KKPD. 
 Aktivitas perekonomian di 
lokasi kajian terlihat dengan mulai 
dikembangkannya budi daya  di 
beberapa lokasi yang diharapkan bisa 
mengubah pola pikir masyarakat dari 
mengandalkan hasil tangkapan dari 
laut ke arah budi daya perikanan. 
Artinya pada kegiatan penangkapan 
dikenal masa paceklik maka pada 
masa tersebut nelayan tidak memiliki 
kegiatan sehingga dengan adanya 
pengembangan budi daya nelayan 
dapat beralih profesi untuk 
meningkatkan pendapatan mereka. 
Contohnya kegiatan budi daya 
rumput laut dapat dikembangkan di 
pesisir yang relatif terlindung, 
dimana dapat dikelola oleh anggota 
keluarga yang tidak ikut melaut 
sehingga peningkatan pendapatan 
keluarga dapat meningkat. Dengan 
pengembangan budi daya perikanan 
maka pola budaya nelayan yang 
tergantung pada alam bisa diarahkan 
pada kegiatan harian tanpa 
tergantung dari hasil alam/laut. 
 Kondisi sosial masyarakat 
yang diindikasikan jumlah penduduk,  
berdasarkan data statistik bahwa 
sebagian besar penduduk Kabupaten 
Yapen berada di wilayah pesisir 
umumnya berprofesi sebagai nelayan 
tangkap.  Kajian sisi jumlah populasi 
penduduk terhadap tekanan sumber 
daya yang ada mengindikasikan 
belum  adanya  tekanan yang besar 
terhadap sumber daya.  Hal yang 
perlu diantisipasi adalah jumlah 
penduduk yang sebagian besar 
sebagai nelayan tangkap. Jika hal ini 
tidak diantisipasi maka lambat tapi 
pasti sumber daya akan mengalami 
peningkatan tekanan akibat aktivitas 
masyarakat baik langsung maupun 
tak langsung.  Salah satu yang bisa di 
laksanakan adalah dengan 
pengenalan mata pencaharian 
alternatif.  
 
Analisis Kelembagaan  
 Permasalahan kelembagaan 
yang ditemukan di Kabupaten Yapen  
adalah bahwa kehadiran lembaga 
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belum mampu mengapresiasi 
kepentingan masyarakat sepenuhnya, 
terutama lembaga-lembaga formal 
yang ada.  Sejumlah persoalan yang 
dihadapi masyarakat nelayan 
misalnya belum mampu memberikan 
solusi dari permasalahan yang 
dihadapi, apalagi mengharapkan 
lembaga formal untuk  
menyelesaikan masalah tersebut.  
 Kelembagaan formal tersebut 
juga kurang mengakar di masyarakat 
dibanding kelembagaan informal, 
sehingga aktivitas-aktivitas dari 
kelembagaan tersebut juga kurang 
mendapatkan respons dari 
masyarakat.  Jika dibandingkan 
dengan kelembagaan informal yang 
aktivitasnya menyentuh langsung 
dengan sendi-sendi kehidupan 
masyarakat, sehingga mendapatkan 
respons yang lebih baik. 
 Lemahnya struktur dan 
tatanan lembaga formal di wilayah 
kajian menyebabkan sulitnya 
menemukan upaya-upaya konkrit 
untuk meningkatkan taraf  hidup 
nelayan.  Hal yang sama juga 
menyebabkan lemahnya pengawasan 
dan pengendalian oleh pemerintah 
terhadap perilaku nelayan yang 
melakukan penangkapan ikan yang 
tidak ramah lingkungan yang sudah 
marak ditemukan di wilayah ini. 
 Permasalahan lainnya adalah 
belum adanya kelembagaan formal 
yang mampu menuntaskan masalah 
kurangnya dana nelayan pada musim 
paceklik (pendapatan sangat 
minim/tidak ada) yang berlangsung 
selama Musim Barat dan peralihan 
dari Musim Barat – ke Timur), 
padahal sebahagian besar nelayan di 
musim paceklik membutuhkan 
bantuan dana untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya, serta 
bantuan permodalan untuk 
merehabilitasi alat tangkap, 
membuat/memperbaiki perahu, 
mesin kapal dan usaha budidaya. 
 Melihat permasalahan 
kelembagaan yang ada di wilayah 
pesisir di wilayah kajian dimana 
kelembagaan formal yang ada belum 
mampu mengatasi masalah yang 
dihadapi nelayan.  Hal ini disebabkan 
karena struktur dan tatanan lembaga 
formal yang ada maish menggunakan 
pola pendekatan yang ada di daratan 
sehingga pesoalan-persoalan spesifik 
yang dihadapi nelayan kurang 
terakomodir dan solusi yang 
dimunculkan tidak menuntaskan 
masalah. 
 Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah membentuk 
lembaga koordinasi yang diharapkan 
dapat mengidentifikasi masalah-
masalah yang dihadapi masyarakat 
nelayan dan mampu memberikan 
solusi yang dapat menuntaskan 
masalah tersebut.  Lembaga ini 
diharapkan bisa lebih dekat ke 
masyarakat dan menjadi 
perpanjangan tangan masyarakat 
kepada pemerintah, sebab lembaga 
formal yang ada sekarang semata-
mata hanya merupakan perpanjangan 
tangan pemerintah kepada 
masyarakat  
 Lembaga ini unsur-unsurnya 
dapat berasal dari lembaga informal 
yang sudah ada dan dalam 
melaksanakan kegiatannya 
bekerjasama dengan lembaga formal 
agar mendapatkan dukungan dari 
pemerintah. 
 Pendekatan yang dapat 
dilakukan lembaga ini dalam 
melakukan tugasnya adalah 
mendelineasi permasalahan 
berdasarkan perbedaan tempat dan 
perbedaan waktu (musim).   Hasil 
dari analisis masalah tersebut 
kemudian dikoordinasikan dengan 
instansi-instansi terkait dalam bentuk 
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kegiatan nyata yang tepat sasaran.  
Jika level masalah yang dihadapi 
terkait dengan kabupaten/kota lain, 
maka harus dikoordinasikan di 
tingkat Provinsi. 
 
Penetapan Status KKPD 
 Hasil penelitian perairan 
Kabupaten Kepulauan Yapen 
Khususnya di Distrik Yapen Selatan 
memiliki berbagai potensi 
sumberdaya kelautan dan perikanan 
dan berpeluang untuk dijadikan 
sebagai daerah atau kawasan 
konservasi perairan.  Dari sisi 
ekologi, sosial budaya dan ekonomi 
terdapat beberapa paramater yang 
sangat mendukung pengkategorian 
kawasan Distrik Yapen Selatan 
dengan nilai scoring tertinggi 1,10 
dengan nilai total tertinggi yakni 129 
untuk kategori Suaka Perikanan. 
Dengan nilai tersebut, kawasan 
Kabupaten Yapen dapat dicanangkan 
sebagai calon kawasan konservasi 
perairan daerah dengan jenis Suaka 
Perikanan. 
 Sesuai dengan Permen KP 
No. 2/2009, Pasal 8 (4) dijelaskan 
bahwa kriteria tertentu untuk Suaka 
Perikanan, meliputi: 
1. Tempat hidup dan 
berkembang biak satu atau 
lebih jenis ikan tertentu yang 
perlu dilindungi dan 
dilestarikan; 
2. Memiliki satu atau beberapa 
tipe ekosistem sebagai habitat 
jenis ikan tertentu yang 
relative masih alami; dan/atau 
3. Memiliki luas perairan yang 
mendukung keberlangsungan 
proses ekologis secara alami 
sebagai habitat ikan serta 
dapat dikelola secara efektif. 
Untuk ketiga kriteria tersebut, 
Kawasan Perairan Distrik Yapen 
Selatan dalam wilayah administrasi 
Kabupaten Yapen memenuhi syarat. 
Kawasan perairan tersebut memiliki 
gugusan terumbu karang yang cukup 
luas. Gugusan terumbu karang ini 
didukung oleh ekosistem lamun dan 
ekosistem mangrove yang 
merupakan ekosistem utama yang 
saling berkaitan (interkoneksi) secara 
ekologis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Lokasi Calon KKPD Kabupaten Kepulauan Yapen 
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Strategi Pengelolaan KKPD 
 Berdasarkan analisis SWOT 
diperoleh strategi-strategi 
pengelolaan berikut ini: 
1. Mengembangkan jejaring 
kawasan konservasi dengan 
Pemda se-Papua. 
2. Mengembangkan kawasan 
perlindungan tertutup (zona 
inti) bagi habitat kunci pada 
spot-spot tertentu. 
3. Mengembangkan kemitraan 
dengan Perusahaan dalam 
mengelola kawasan 
perlindungan (setiap 
perusahaan mengelola 
satu/lebih kawasan 
perlindungan (zona inti). 
4. Memberlakukan sistem 
pengawasan berbasis 
masyarakat/pemangku 
kepentingan. 
5. Mengembangkan sistem 
retribusi lingkungan  
6. Mengembangkan sistem 
Koperasi Nelayan pada setiap 
alat tangkap yang berskala 
ekonomi dan ramah 
lingkungan (misalnya, set-
net) dan alat-tangkap yang 
dapat dioperasikan di 
Perairan Samudera. 
7. Mengembangkan kemitraan  
 
(masyarakat-dunia usaha) 
dalam revitalisasi kearifan 
lokal dalam memanfaatkan 
sumberdaya kelautan dan 
perikanan. 
8. Mengembangkan kemitraan 
(masyarakat-dunia usaha) 
untuk usaha ekonomi 
produktif sebagai 
matapencaharian alternatif 
bagi pelaku destructive 
fishing. 
9. Mengembangkan 
kelembagaan kordinatif 
(seluruh stakeholder) dalam 
mengelola sumberdaya 
Perairan Teluk Cendrawasih. 
10. Penegakan hukum yang 
berkaitan dengan perusakan 
habitat dapat dilakukan 
dengan strategi penyadaran 
melalui sosialisasi.  
 
Lembaga Pengelola KKPD 
 Unit Pengelola dalam 
melaksanakan pengelolaan kawasan 
konservasi akan bersama‐sama 
dengan stakeholder terkait akan 
menjalin kemitraan dalam bentuk 
lembaga pengelola kolaborasi yang 
ditetapkan oleh Gubernur Provinsi 
Papua (Gambar. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Struktur Forum Kemitraan dan Unit Pengelola KKPD Papua 
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 Kemitraan yang diketuai oleh 
Gubernur Papua dan terdiri dari 
unsur Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten, khususnya Dinas 
Kelautan dan Perikanan dan para 
pemangku kepentingan di Kabupaten 
Yapen memiliki fungsi dan 
wewenang sebagai berikut: 
1. Memberikan arahan dan 
memutuskan rencana 
pengelolaan 5 dan 1 tahunan 
dengan mengacu kepada 
rencana jangka panjang 
pengelolaan KKPD yang 
akan dilaksanakan oleh Unit 
Pengelola. 
2. Meminta 
pertanggung‐jawaban 
management unit setiap 
tahunnya mengenai kemajuan 
pengelolaan KKPD dan 
pelaksanaan rencana 
pengelolaan 5 dan 1 tahunan.  
Unit Pengelola diketuai oleh Kepala 
Bidang Pesisir, Kelautan dan Pulau-
Pulau Kecil di bawah Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi/Kabupaten 
memiliki fungsi sebagai berikut:  
1. Membuat draft rencana 
pengelolaan jangka panjang 
20 tahun, jangka menengah 5 
tahun dan rencana kerja 
tahunan.  
2. bertanggung‐jawab 
memberikan laporan tengah 
tahun dan akhir tahun kepada 
Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan.  
3. Melaksanakan pengelolaan 
mengacu kepada rencana 
pengelolaan yang telah 
ditetapkan.  
4. Melakukan kemitraan dengan 
pihak lain, antara lain 
masyarakat dan atau 
masyarakat adat, LSM, 
korporasi, lembaga penelitian 
maupun perguruan tinggi.  
5. Kepala Dinas dapat menunjuk 
atau menetapkan sebuah 
lembaga atau pihak lain 
sebagai mitra pengelolaan 
kawasan konservasi.  
Untuk mencapai tujuan Program 
Pengelolaan KKPD sehingga dapat 
mendukung pengelolaan sumber 
daya perikanan dan kelautan yang 
lebih baik, maka diperlukan 
pembangunan Kelembagaan Program 
Pengelolaan KKPD yang didukung 
oleh lembaga terkait yang memiliki 
kepedulian terhadap pengelolaan 
perikanan berkelanjutan. Keberadaan 
kelembagaan Program Pengelolaan 
KKPD diharapkan dapat diterima 
oleh masyarakat industri perikanan 
dan secara jangka panjang akan tetap 
berjalan. Keberadaan kelembagaan 
yang terpadu dan kuat akan 
menentukan keberhasilan 
pelaksanaan program. Adapun 
prinsip-prinsip yang harus 
dikembangkan dalam Program 
Pengelolaan KKPD secara terpadu, 
adalah : 
1. Transparan bagi semua pihak 
yang berkepentingan untuk 
mendukung   pengelolaan 
perikanan yang 
berkelanjutan, 
2. Struktur organisasi yang 
efisien dengan pengawasan 
yang efektif dan dikelola 
secara profesional, 
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3. Kejelasan tugas pokok fungsi 
dan tanggung jawab dari 
masing-masih unit pengelola 
program, 
4. Hasil Program Pengelolaan 
KKPD dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat 
pengguna, 
5. Adanya kelengkapan 
peraturan dan menerapkan 
prinsip dan norma hukum 
dalam pengelolaan Program 
Pengelolaan KKPD, 
6. Dinamis untuk 
mengakomodasi perubahan 
untuk perbaikan Program 
Pengelolaan KKPD. 
 
Mekanisme Pendanaan 
 Mekanisme pendanaan 
jangka panjang merupakan salah satu 
instrumen utama agar sebuah 
kawasan konservasi dapat dikelola 
secara efektif. Mekanisme ini 
dibutuhkan guna memastikan bahwa 
upaya pengelolaan KKPD dapat 
dibiayai melalui sumber‐sumber 
pendanaan yang berasal dari APBN, 
APBD, jasa layanan, kerjasama, 
hibah dan pinjaman dalam dan luar 
negeri. Untuk melakukan 
pengelolaan KKPD secara efektif 
diperlukan biaya untuk membiayai 
komponen pokok antara lain: 
1. Operasional Unit Pengelola 
2. Sarana dan Prasarana 
3. Monitoring dan Evaluasi 
Sumber Daya Secara Berkala 
4. Monitoring, Controlling, dan 
Surveillance Secara Berkala 
5. Pemberdayaan Masyarakat 
6. Perlindungan dan Pelestarian 
Kawasan 
Mekanisme pendanaan jangka 
panjang akan didukung dengan 
rencana bisnis (bisnis plan) selama 
10 tahun yang di dalamnya memuat 
perkiraan pembiayaan (expenses) dan 
pemasukan (income) di dalam 
pengelolaannya. 
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
 Kesimpulan yang ditarik dari 
penelitian ini adalah 
1. Kabupaten Kepulauan Yapen 
memiliki berbagai potensi 
sumberdaya kelautan dan 
perikanan dan berpeluang 
untuk dijadikan sebagai daerah 
atau kawasan konservasi 
perairan.   
2. Dari sisi ekologi, sosial budaya 
dan ekonomi terdapat beberapa 
paramater yang sangat 
mendukung pengkategorian 
kawasan Distrik Yapen Selatan 
dengan nilai scoring tertinggi 
1,10 dengan nilai total tertinggi 
yakni 129 untuk kategori 
Suaka Perikanan. Dengan nilai 
tersebut, kawasan Kabupaten 
Yapen dapat dicanangkan 
sebagai calon kawasan 
konservasi perairan daerah 
dengan jenis Suaka Perikanan. 
3. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah membentuk 
lembaga koordinasi yang 
diharapkan dapat 
mengidentifikasi masalah-
masalah yang dihadapi 
masyarakat nelayan dan 
mampu memberikan solusi 
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yang dapat menuntaskan 
masalah tersebut.  Lembaga ini 
diharapkan bisa lebih dekat ke 
masyarakat dan menjadi 
perpanjangan tangan 
masyarakat kepada pemerintah, 
sebab lembaga formal yang ada 
sekarang semata-mata hanya 
merupakan perpanjangan 
tangan pemerintah kepada 
masyarakat 
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